ISSN 2503-5126

Volume 4 No.2
November 2019

p-ISSN : 2502-9398
e-ISSN : 2503-5126

Email: tahdzibi@umj.ac.id

Manajemen Sy I
Pendidikan 1 > 1 L L 1§

Y TAHDZIB

Website : httpy//jurnal.umj.ac.id/index.php/Tahdzibi

STRUKTUR ORGANISASI PERGURUAN TINGGI YANG SEHAT DAN EFISIEN

Asep Muljawan®*
1Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syukriyyah, Tangerang, Indonesia
*Email: asep.muljawan@asy-syukriyyah.ac.id

Diterima: 6 Agustus 2019 Direvisi: 13 September 2019 Disetujui: 7 Oktober 2019

ABSTRAK

Setiap perguruan tinggi memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga perguruan tinggi
membutuhkan struktur organisasi yang baik yaitu struktur organisasi yang sehat dan efisien. struktur organisasi
merupakan hasil dari proses manajemen, dalam hal ini sebagai output dari proses pengorganisasian. Dalam
proses pembentukan struktur organisasi, Tim harus memperhatikan dan menerapkan berbagai prinsip organisasi,
yaitu perumusan tujuan yang jelas, departemenisasi, pembagian kerja, pendelegasian wewenang, rentang kendali,
level organisasi, dan kesatuan perintah. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam proses pengorganisasian dapat
menghasilkan struktur organisasi yang sehat dan efisien.

Kata kunci: Struktur Organisasi, Perguruan Tinggi, Sehat dan Efisien
ABSTRACT

Every college has a goal. To achieve this goal, higher education institutions need a good organizational structure,
namely a healthy and efficient organizational structure. Organizational structure is the result of the management
process, in this case as the output of the organizing process. In the process of forming an organizational structure,
the Team must pay attention to and apply various organizational principles, namely the formulation of clear
objectives, departemenisasi, division of labor, delegation of authority, span of control, organizational level, and
unity of command. The application of these principles in the organizing process can produce a healthy and efficient
organizational structure.

Keywords: Organizational structure, higher education institutions, healthy and efficient

PENDAHULUAN komunikasi; (7) penggunaan komite; dan (8)

“Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang
dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah
batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang
bekerja atas dasar relatif, terus menerus untuk
mencapai  suatu tujuan  bersama atau
sekelompok tujuan” (Robbins, Stephen P.,
Matthew, Mary, 2009). Untuk mencapai tujuan
itu, perlunya proses pengorganisasian, dan
proses ini tercermin dalam struktur organisasi
(Handoko, 1992). Disamping itu perlu, struktur
organisasi, mencakup aspek-aspek penting,
antara lain: (1) pembagian kerja; (2),
departemenisasi; (3), bagan organisasi formal,
(4) rantai perintah dan kesatuan perintah; (5)
tingkat-tingkat hierarki manajemen; (6) saluran
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rentang manajemen dan kelompok-kelompok
informal yang tidak dapat dihindarkan
(Handoko, 1992).

Struktur organisasi merupakan susunan sistem
hubungan antar posisi kepemimpinan yang ada
dalam organisasi. Hal ini merupakan hasil
pertimbangan  dan  kesadaran  tentang
pentingnya perencanaan atas penentuan
kekuasaan, tanggung jawab, spesialisasi setiap
anggota organisasi. Karena itu, “struktur
organisasi menetapkan bagaimana tugas dan
pekerjaan  dibagi, dikelompokkan, dan
dikoordinasikan secara formal” (Robbins,
Stephen P., Matthew, Mary, 2009). Sementara
(Stoner, 1992) mengatakan bahwa mengatakan
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bahwa “struktur organisasi adalah suatu
susunan dan hubungan antar bagian-bagian,
komponen dan posisi dalam suatu perusahaan”.
Dalam dunia pendidikan, pencapaian tujuan
pendidikan bukanlah hal yang mudah dilakukan
karena baik secara tersurat maupun tersirat
diperlukan rumusan untuk mencapainya.
Strategi itu sendiri dirumuskan bertujuan untuk
memaksimalkan alokasi sumber daya yang
terbatas dalam mencapai tujuan pendidikan.
Rumusan strategi yang baik tidak akan
mempunyai arti apabila penerapannya tidak
disertai dengan adanya suatu rancangan struktur
organisasi manajamen yang baik pula.
Rumusan strategi tersebut dirancang untuk
menjamin bahwa organisasi telah
melaksanakan perencanaan dengan cara yang
efesien dan efektif dalam rangka untuk
mencapai tujuan organisasi.

Efektivitas organisasi merupakan sebuah sifat
yang dilakukan oleh beberapa kelompok kerja
atau lembaga yang terkoordinir yang mengarah
pada pencapaian Kkinerja dan sasaran yang
berkaitan dengan kualitas dan kuantitas serta
waktu yang sudah ditetapkan. “Efektivitas
organisasi didefinisikan sebagai sejauh mana
organisasi mewujudkan tujuan tujuannya”
(Robbins, Stephen P., Matthew, Mary, 2009).
Terinspirasi oleh pandangan (Ferrell, O.C,
Geoffrey A. Hirt. Linda Ferrell, 2009) bahwa
manajemen sebagai proses Yyang di-desain
untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi
dengan menggunakan sumber daya-sumber
daya secara efektif dan efisien di dalam
lingkungan yang terus berubah. Dengan
demikian struktur organisasi, sebagai hasil dari
proses manajemen, dalam hal ini sebagai output
dari proses pengorganisasian, mempunyai andil
dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi. Oleh
karena itu pula dapat dikatakan betapa
pentingnya setiap perguruan tinggi melalui tim
kerjanya melakukan peng-organisasi-an secara
baik dan benar, agar di-hasilkan struktur
organisasi yang sehat. Hasil kerja tim ini
kemudian dirumuskan di dalam statuta yang
disahkan atau ditetapkan oleh penyelenggara
perguruan tinggi (yayasan, majelis wali
amanat).

Kajian Pustaka

Berdasarkan Literature Review dari penelitian
terdahulu, telah dilakukan beberapa penelitian
antara lain; (1) Astadi Pangarso, dkk dalam
Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis

menyatakan  bahwa  struktur  organisasi
dibangun berdasarkan kompleksitas,
formalisasi, sentralisasi dan koordinasi. (2)
Fianda Gammiahendra, dkk dalam Jurnal
Administrasi  Bisnis, menyatakan bahwa
kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi
secara bersama-sama mampu memberikan
kontribusi  terhadap efektifitas organisasi
sebesar 59,6%. (3) Sri Suryaningsum dalam
Jurnal Pendidikan Akuntansi  Indonesia,
menyatakan bahwa untuk membuat struktur
organisasi yang tepat adalah dimulai dengan
melihat karakteristik fenomena birokrasi,
kompleksitas dan pola-pola perilaku.

Novelty Riset

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
tersebut, perbedaannya dalam Tulisan artikel ini dan
menjadi keterbaruan adalah penjelasan bahwa setiap
pembentukan struktur perguruan tinggi diarahkan
untuk mencapai tujuan secara efektif, dan untuk
menjelaskan tentang perlunya setiap perguruan
tinggi berupaya menyusun struktur organisasi
perguruan tinggi yang baik (sehat).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah model
penelitian kualitatif dengan studi pustaka, yaitu
kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah
lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai
dan norma yang berkembang pada situasi sosial
yang diteliti (Sugiyono, 2012). Penelitian
kualitatif ~ bertujuan memperoleh gambaran
seutuhnya mengenai suatu hal menurut
pandangan manusia yang diteliti. Penelitian
kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi,
pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti;
kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sebuah padanan
kata yang terdiri dari kata struktur dan kata
organisasi. Bahwa organisasi adalah struktur
tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan
kerja atau sekelompok orang pemegang posisi
yang bekerja sama secara tertentu untuk
bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu
(Hasibuan, 2001). Adapun organisasi berasal
dari perkataan “organisme” yaitu suatu struktur
dengan  bagian-bagian yang  demikian
diintegrasi hingga hubungan mereka satu sama
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lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan
keseluruhan. Jadi sebuah organisasi terdiri dari
dua bagian pokok yaitu bagian bagian dan
hubungan-hubungan (Supardi dan Syaiful
Anwar, 2002).

Stuktur organisasi adalah sebagai suatu
kerangka yang mewujudkan pola tetap dari
hubungan-hubungan diantara bidang-bidang
kerja, maupun orang orang yang menunjukkan
kedudukan, wewenang dan tangguang jawab
masing masing dalam suatu sistem kerjasama.
Fungsi dari struktur organisasi itu sendiri adalah
untuk  menentukan  kelancaran jalannya
pelaksanaan dan berupa pewadahan atau
pengaturan lebih lanjut daripada kekuasaan,
pekerjaan, tanggungjawab dan orang-orang
yang harus ditata hubungkan satu sama lain
sedemikian rupa sehingga setiap orang tahu apa
kedudukannya, apa tugasnya, apa tanggung
jawabnya, apa kewajibannya, apa fungsinya,
apa pekerjaannya, apa haknya, apa
wewenangnya,  siapa  atasannya,  siapa
bawahannya dan bagaimana cara berhubungan
satu sama lain (Supardi dan Syaiful Anwar,
2002).

Sedangkan menurut (Abdulsyah, 1987) struktur
organisasi  dapat  didefenisikan  sebagai
mekanisme-mekanisme formal dalam
pengelolaan  suatu  organisasi.  Struktur
organisasi menunjukkan suatu susunan yang
berupa bagan, dimana terdapat hubungan
hubungan diantara berbagai fungsi, bagian,
status ataupun orang-orang yang menunjukkan
tanggung jawab dan wewenang yang berbeda-
beda dalam organisasi tersebut.

Stuktur organisasi yang akan dibentuk tentunya
organisasi yang baik yaitu harus memenuhi
syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi
yang sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi
yang ada dapat menjalankan peranannya
dengan tertib, struktur organisasi efisien berarti
dalam menjalankan peranannnya tersebut
masing-masing satuan  organsiasi  dapat
mencapai perbandingan terbaik antara usaha
dan hasil kerja.

Bentuk, Tipe dan Desain Struktur
Organisasi

Organisasi berdasarkan bentuknya Menurut
(Hasibuan, 2001) terdiri dari : (1) Organisasi
lini  (line organization);  pendelegasian
wewenang dilakukan secara vertikal melalui
garis terpendek dari seseorang atasan kepada

bawahannya. Bentuk ini memiliki ciri;
Organisasinya relatif kecil dan sederhana,
Hubungan bersifat langsung melalui garis
wewenang terpendek, Pucuk  pimpinan
biasanya pemilik perusahaan, Jumlah karyawan
relatif sedikit dan saling mengenal, Pucuk
pimpinan sumber kekuasaan, keputusan dan
kebijaksanaan organisasi, (2) Organisasi lini
dan Staf; terdapat pucuk pimpinan dan
pimpinan di bawahnya serta pimpinan dibantu
oleh staf. Tipe organisasi ini biasanya
digunakan untuk organisasi besar, daerah
kerjanya luas, dan pekerjaannya banyak.
Wewenang pimpinan adalah mengambil
keputusan , kebijaksanaan, dan berkuasa serta
harus bertanggungjawab langsung tercapainya
tujuan perusahaan. wewenang lini dalam
struktur organisasi digambarkan dengan garis.
Adapun wewenang staf adalah hanya untuk
memberikan data , informasi, pelayanan dan
pemikiran untuk membantu kelancaran tugas-
tugas manejer lini. Dalam struktur organisasi
digambarkan dengan garis terputus-putus. (3)
organisasi fungsional; organisasi berdasarkan
sifat dan macam kerja yang harus dilakukan,
terdapat pembagian kerja berdasarkan pada
“spesialisasi’ yang sangat mendalam dan setiap
pejabat hanya mengerjakan tugas atau
pekerjaan sesuai dengan spesialisasinya;
Direktur utama (Dirut) mendelegasikan
wewenang kepada direktur dan direktur ini
memerintahkan tugas atau spesialisasinya
kepada pelaksana, dengan demikian pelaksana
atau bawahan mempunyai beberapa orang
atasan langsungnya. Terdapat dua kelompok
wewenang, yaitu wewenang lini dan wewenang
fungsi. (4) Organisasi lini, Staf dan fungsional;
fungsional dan biasanya diterapkan pada
organisasi besar serta kompleks. Pada tingkat
Dewan Komisaris diterapkan tipe organsiasi
lini dan staf, sedangkan pada tingkat middle
manager diterapkan tipe organisasi fungsional.
(5) Organisasi Komite; adalah suatu organisasi
yang masing-masing anggota mempunyai
wewenang yang sama dan pimpinannya
kolektif; ada pembagian tugas, wewenang
semua anggota sama besar, tugas dan tanggung
jawab pimpinan dilaksanakan secara kolektif,
Para pelaksana dikelompokkan menurut
bidang/ komisi tugas tertentu, Keputusan
merupakan keputusan semua anggotanya.
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Desain struktur organisasi menurut (Robbins,
Stephen P., Matthew, Mary, 2009) ada 2 model,
yaitu (1) Desain organisasi tradisional, (2)
Desain struktur organisasi kontemporer. Model
pertama terdiri dari (a) Struktur sederhana;
desain struktur organisasi dengan
departemenisasi rendah, rentang kendali yang
luas, wewenang terpusat pada seseorang, dan
formalisasi rendah. Struktur ini biasa digunakan
oleh organisasi kecil. (b) Struktur fungsional,
desain struktur organisasi yang
mengelompokkan spesialisasi pekerjaan yang
serupa atau terkait kedalam satu kelompok. Di-
organisasi  berdasarkan  fungsi  operasi,
keuangan, SDM, serta riset dan pengembangan
produk. (c) Struktur divisional; struktur
organisasi terdiri atas sejumlah unit atau divisi
yang terpisah, tiap unit atau divisi mempunyai
otonomi yang relatif terbatas, dengan manejer
divisi yang bertanggung jawab atas kinerja dan
yang mempunyai wewenang strategis dan
operasional atas unitnya.

Model kedua terdiri dari (a) Struktur berbasis
tim; Keseluruhan organisasi tersusun oleh
sejumlah  kelompok kerja (tim) yang
menjalankan pekerjaan organisasi tersebut dan
wewenang menejerialnya bersifat fleksibel. (b)
struktur matriks dan struktur proyek; Stuktur
matriks adalah struktur organisasi yang
menugaskan para spesialis dari departemen
fungsional yang berbeda-beda untuk bekerja
pada satu proyek atau lebih yang dipimpin oleh
para manejer proyek. Adapun struktur proyek
adalah para karyawan senantiasa ditugaskan ke
sejumlah proyek. Struktur ini tidak memiliki
departemen formal tempat para karyawan
kembali setelah pekerjaannya selesai, dan
cenderung menjadi desain organisasi yang
sangat cair dan fleksibel. Disini manejer
berfungsi sebagai fasilitator, pembina dan
pelatih. (c) Unit internal yang mandiri;
beberapa organisasi besar dengan banyak unit
bisnis atau divisi telah menggunakan struktur
organisasi yang tidak lebih dari kumpulan unit
internal mandiri yakni unit bisnis yang
terdesentralisasi yang mandiri, masing-masing
memiliki produk, klien, pesaing, dan sasaran
laba sendiri. (d) organisasi tanpa batas;
organisasi yang desainnya tanpa batas batas
horizontal, vertikal, atau eksternal yang
dipaksakan oleh struktur yang telah ditentukan
sebelumnya. Artinya organisasi ini berusaha
menghilangkan rantai komando, namun tetap
memiliki rentang kendali yang memadai, dan

mengganti departemen dengan tim yang
diberdayakan.

Perubahan Struktur Organisasi

Perubahan memang sulit dihindari, artinya
usaha perubahan dalam setiap organisasi akan
selalu dilakukan sepanjang usia organisasi
tersebut. ~ Perubahan  bertujuan  untuk
meningkatkan efisiensi kerja dalam organisasi.
Banyak faktor yang mempengaruhi suatu
organisasi, baik itu faktor internal atau ekternal
organisasi. Dalam menghadapi berbagai
tantangan penyebab perubahan yang ada,
organisasi dapat menyesuaikan diri dengan
jalan: merubah struktur, merubah tata kerja,
merubah orang, merubah peralatan Kkerja.
(Sutarto, 1988)

Bila manejemen  merencanakan  suatu
perubahan, maka harus memutuskan unsur
unsur apa dalam organisasi yang akan diubah.
(Supardi dan Syaiful Anwar, 2002) menyatakan
bahwa organisasi dapat diubah melalui
perubahan struktur, teknologi dan atau orang-
orangnya. Perubahan struktur organisasi adalah
menyangkut modifikasi dan  pengaturan
kembali berbagai system internal, seperti
hubungan-hubungan tangung jawab,
wewenang, system komunikasi, aliran Kerja,
ukuran dan komposisi kelompok kerja atau
hirarki manejerial. Perubahan ini akan dapat
memperbaiki perilaku pegawai yang akan
mengarah pada peningkatan  efektivitas
organisasi dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.

Perguruan Tinggi yang Efektif

(Hall, 1991) mencatat ada dua model
keefektifan organisasi, yaitu model sistem
sumber daya (The System-Resource Model),
dan model tujuan (The Goal Model). Model
sistem sumber daya mendefinisikan keefektifan
sebagai kemampuan untuk mengeksploitasi
lingkungan organisasi di dalam tindakan
memperoleh sumber daya yang langka dan
bernilai untuk melanjutkan fungsi organisasi.
Sedangkan model tujuan, secara sederhana
mendefinisikan keefektifan sebagai tingkat atau
kemampuan organisasi merealisasikan tujuan-
tujuannya. Sedangkan kompleksitas terjadi
karena organisasi mempunyai tujuan-tujuan
yang sering kali saling bertentangan,
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mengandung  keberagaman dan  ketidak-
sesuaian satu tujuan dan tujuan-tu-juan lainnya.
Untuk menguraikan keefektifan perguruan
tinggi, kedua model tersebut dapat disintesakan,
bahwa keefektifan suatu perguruan tinggi
adalah tingkat pencapaian tujuan perguruan
tinggi dalam menja-lankan fungsinya dengan
mengerahkan semua sumber daya Yyang
dimiliki.

Seperti tersurat di atas, dapat dikatakan bahwa
perguruan tinggi dengan fungsi menjalankan
pendi-dikan tinggi bermaksud mencapai tujuan
(1) mencerdaskan kehidupan bangsa (2)
memajukan/mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan
memperhatikan ~ dan  menerapkan  nilai
humaniora serta pembudayaan dan
pemberdayaan  bangsa Indonesia  yang
berkelanjutan, (3) meningkatkan daya saing
bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala
bidang, (4) meng-hasilkan intelektual,
ilmuwan, dan/atau  professional  yang
berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis,
berkarakter tang-guh, serta berani membela
kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Tujuan tersebut, ketika dirumuskan ulang oleh
setiap perguruan tinggi, sangat mungkin terjadi
inter-pretasi yang beragam, sehingga dapat
berakibat rumusan tujuan perguruan tinggi
dalam mengemban fungsi pen-didikan tinggi
juga bervariasi rumusan isinya, meskipun
semua diharapkan tetap mengacu pada dan
tidak bias dari tujuan pendidikan tinggi
tersebut. Dan berkenaan dengan keefektifan
perguruan tinggi, setiap perguruan tinggi diha-
rapkan dapat menjadi perguruan tinggi yang
efektif, yang dapat mewujudkan keempat unsur
tujuan pendidikan tinggi tersebut, dengan
memanfaatkan segala sumber daya yang
dimiliki seperti dosen sebagai tenaga pendidik
dan tenaga kependidikan yang merupakan
unsur sumber daya manusia perguruan tinggi; di
samping sumber daya material, mesin termasuk
fasilitas dan energi, uang, dan informasi
termasuk data yang dimiliki perguruan tinggi.

Berdasarkan pendekatan sistem dapat dikatakan
bahwa segala bentuk sumber daya yang dimiliki
perguruan tinggi merupakan komponen input
yang terlibat dan digunakan di dalam proses
pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan
yang cerdas, menghasilkan intelektual,
ilmuwan, dan/atau  profe-sional yang
berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis,
berkarakter tangguh, serta berani membela

kebenaran untuk kepentingan bangsa; yang
berdampak dapat memajukan/mengembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
memperhatikan ~ dan  menerapkan  nilai
humaniora serta pembudayaan dan
pemberdayaan  bangsa Indonesia  yang
berkelanjutan; dan dapat berdaya saing di
segala bidang.

Struktur Organisasi Perguruan Tinggi yang
Baik

Struktur organisasi merupakan output dari
fungsi pengorganisasian, yang merupakan suatu
aktivitas atau fungsi manajemen, di samping
pe-rencanaan, staffing, pengarahan, dan
pengawasan (Ferrell, O.C, Geoffrey A. Hirt.
Linda Ferrell, 2009). Pengorganisasian adalah
fungsi manajemen yang dimaksudkan untuk
menyusun atau mengatur sumber daya-sumber
daya dan aktivitas-aktivitas organisasi untuk
mencapai tujuan-tujan dengan cara yang efektif
dan efisien. Pimpinan perguruan tinggi atau tim
penyusun dalam fungsi pengorgani-sasian ini
melakukan review terhadap rencana dan
menentukan aktivitas-ak-tivitas yang
dibutuhkan untuk melaksa-nakannya;
kemudian membagi  pe-kerjaan-pekerjaan
kepada unit-unit dan memberikannya kepada
individu-individu, kelompok-kelompok, atau
unit kerja-unit kerja. Pengorganisasian ini
penting karena beberapa alasan berikut.
Pengorganisasian (1) membantu menciptakan
sinergi dari semua unsur atau bagian; (2)
menetapkan  garis wewe-nang, ( 3)
memperbaiki komunikasi; (4)  membantu
menghindari duplikasi sum-ber daya, (5) dan
dapat memperbaiki daya kompetisi melalui
kecepatan  pengambilan  keputusan  dan
pelayanan kepada pengguna jasa.

Jadi proses pengorganisasian menghasilkan
struktur organisasi. Struktur organisasi adalah
kerangka hubungan satuan-satuan organisasi
yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta
wewenang yang masing-masing mempunyai
peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh
(Sutarto, 1988). Sedangkan (Ferrell, O.C,
Geoffrey A. Hirt. Linda Ferrell, 2009)
mendefinisikan struktur organisasi sebagai
susunan atau hubungan dari posisi-posisi di
dalam suatu organisasi. Struktur organisasi
menjadi  jelas setelah divisu-alisasi menjadi
“bagan struktur organi-sasi” atau ‘bagan
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organisasi”  (organizational chart), yang
merupakan pertun-jukan visual dari struktur
organisasi, garis wewenang atau rantai perintah,
hubungan staff, susunan komite atau panitia
tetap, dan garis komunikasi.

Setiap perguruan tinggi harus berupaya
membentuk  struktur organi-sasi yang baik.
Struktur organisasi yang baik harus memenuhi
syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi
yang sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi
yang ada dapat menjalankan peranannya
dengan tertib. Struktur organisasi yang efisien
berarti dalam menjalankan peranannya masing-
masing satuan organisasi dapat mencapai
perbandingan terbaik antara usaha dan hasil
kerja (Sutarto, loc. cit.) Serupa Sutarto, (Gie,
2000) menguraikan struktur organisasi yang
sehat berarti bahwa organisasi mempunyai
bentuk yang teratur di mana masing-masing
bidang kerja beserta pejabat, tugas, dan
wewenangnya yang merupakan satuan-satuan
tertentu dalam ling-kungan  keseluruhan
organisasi dapat menjalankan peranannya
dengan tanpa kesimpangsiuran. Sedangkan
struktur organisasi yang efisien ber-arti bahwa
organisasi itu memiliki susunan yang logis dan
bebas dari sumber-sumber pergesekan sehingga
segenap satuan di dalamnya dapat mencapai
perbandingan yang terbaik antara usaha dengan
hasil kerjanya baik mengenai mutu maupun
banyaknya hasil kerja itu.

Tentang struktur perguruan tinggi terdiri dari
unsur-unsur atau satuan-satuan organisasi
perguruan tinggi, yang menurut Pasal 28 PP Rl
Nomor 4 Tahun 2014 terdiri dari :

Penyusun kebijakan

Pelaksana akademik

Pengawas dan penjaminan mutu
Penunjang akademik atau sumber belajar
Pelaksana administrasi atau tata usaha.

P00 oW

Dengan dibedakannya antara penyusun
kebijakan, pelaksana akademik, dan pengawas
penjaminan mutu seperti teori trias politika
yang ~membedakan kekuasaan legislatif
(pembuat peraturan), kekuasaan eksekutif
(pelaksana peraturan), dan kekuasaan yudikatif
(pengawas  pe-laksanaan  peraturan) ini
menjadikan struktur organisasi perguruan tinggi
menurut PP Rl Nomor 4 Tahun 2014 ini sebagai
struktur organisasi yang baik : yang sehat dan
efisien. Struktur organisasi perguruan tinggi
yang sehat, dapat berdampak pada terjadinya

struktur  organisasi yang efisien, yang
memungkinkan  perguruan tinggi  dapat
mencapai hasil pendidikan yang
membanggakan karena lulusan yang cerdas,
intelektual, ilmuwan, dan/atau professional
yang berbudaya dan kreatif, toleran,
demokratis, berkarakter tangguh, serta berani
membela kebenaran untuk kepentingan bangsa,
dengan satuan-satuan dalam lingkungan
perguruan  tinggi dapat menjalankan
peranannya dengan tanpa kesimpangsiuran dan
dengan demikian pemborosan dapat dicegah
dan diminimalisir.

Asas-Asas Organisasi

Untuk mencapai bentuk struktur organisasi
yang baik, pimpinan dan tim pembentuk
struktur organisasi harus memperhatikan
beberapa asas organisasi. (Sutarto, 1988)
mengatakan asas-asas organisasi adalah
berbagai pedoman yang sedapat mungkin
dilaksanakan agar diperoleh struktur organisasi
yang baik dan aktivitas organisasi dapat
berjalan lancar. Oleh karena itu agar dapat
diperoleh struktur organisasi yang sehat dan
efisien, pada waktu membentuk tim perguruan
tinggi harus memperhatikan berbagai asas
organisasi. Perhatian dan penerapan asas-asas
ini juga dimaksudkan agar perguruan tinggi
tidak menghadapi masalah-masalah seperti
susunan atau struktur organisasi perguruan
tinggi seperti pembentukan satuan organisasi
yang tidak sesuai dengan volume Kerja, tiap
pejabat tidak mengetahui tanggungjawab dan
tugasnya; adanya kekembaran pekerjaan,
kekosongan pengerjaan atas sesuatu aktivitas,
tidak dipahaminya bahwa setiap pejabat harus
memiliki wewenang, adanya pejabat pimpinan
yang rangkap jabatan, pejabat yang memiliki
bawahan terlalu banyak, jenjang organisasi
terlalu panjang, terjadinya perintah ganda
sehingga dapat menjadikan bawahan bingung
bertanggungjawab  kepada  siapa, dan
penempatan satuan organisasi yang tidak sesuai
dengan peranannya.

Dari 82 asas organisasi, (Sutarto, 1988)
mendalami 11 asas yang berkaitan dengan
pembentukan struktur organisasi yang baik, dan
dengan kinerja organisasi yang optimal.
Kesebelas asas itu adalah perumusan tujuan
dengan jelas, departemenisasi, pembagian
kerja, koordinasi, pelimpahan wewenang,
rentangan kontrol, jenjang organisasi, kesatuan
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perintah, fleksibilitas, keberlangsungan, dan
keseimbangan. Karena pertimbangan tidak
semua kesebelas asas tersebut berkaitan dengan
upaya menjadikan  struktur  organisasi
perguruan tinggi yag baik, maka dalam tulisan
ini akan dijelaskan asas-asas yang terkait yaitu
perumusan tujuan dengan jelas, de-
partemenisasi, pembagian kerja, pelimpahan
wewenang, rentangan  kon-trol, jenjang
organisasi, dan kesatuan perintah.

a. Perumusan Tujuan yang Jelas

Tujuan perguruan tinggi dirumuskan dalam
rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang
ingin dica-pai secara bertahap dalam jangka
waktu dan periode tertentu. Setiap perguruan
tinggi harus berupaya me-rumuskan visi, misi,
tujuan, dan sa-saran yang ingin dicapai dengan
jelas sehingga dapat memudahkan tim kerja
penyusun struktur organisasi untuk dijadikan
pedoman dalam penentuan macam pekerjaan,
menetapkan dan mengelompokkan aktivitas-
aktivitas atau fungsi-fungsi perguruan tinggi
untuk mencapai tujuan, menentukan kebutuhan
pejabat, melakukan pembagian kerja, pemben-
tukan struktur organisasi, dan pemi-lihan
bentuk organisasi.

Untuk merumuskan visi, misi, tujuan, dan
sasaran hendaknya setiap perguruan tinggi
mengacu pada peraturan perundangan yang
berlaku dalam hal ini seperti UU RI Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, dan PP Rl Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
Tujuan pendidikan yang diru-muskan oleh
pemerintah menjadi standar bersama, dan
apabila setiap perguruan tinggi mempunyai
tujuan tam-bahan yang selaras dengan tujuan
bersama bisa menjadi nilai tambah.

b. Departemenisasi

Ferrell, Hirt, dan Ferrell (2009, 203) menyebut
departemenisasi sebagai “departmentalization”,
yaitu pengelom-pokan pekerjaan-pekerjaan ke
dalam unit-unit kerja yang biasa disebut
departemen-departemen, unit-unit, ke-lompok-
kelompok, atau divisi-divisi. Sedangkan
Sutarto (1988, 60) mendefinisikan
departemenisasi seba-gai aktivitas menyusun
satuan-satuan organisasi yang akan diserahi

bidang kerja tertentu atau fungsi tertentu.
Fungsi adalah sekelompok aktivitas sejenis
berdasarkan kesamaan  sifatnya  atau
pelaksanaannya. Berdasar-kan pengertian ini,
dapat dikatakan bahwa untuk menentukan dan
menyusun  satuan-satuan  organisasi, tim
penyusun harus dapat menentukan bidang kerja
atau fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk
merealisasikan tujuan.

Untuk menyusun satuan-satuan organisasi
perguruan tinggi, tim dapat mengacu Pasal 28
PP RI tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
Dalam pasal tersebut disebutkan unsur-unsur
perguruan tinggi minimal terdiri dari : penyusun
kebijakan, pelaksana akademik, pengawas dan
penjaminan mutu, penunjang akademik atau
sumber belajar; dan pelaksana administrasi atau
tata usaha. Memiliki unsur-unsur tersebut seba-
gai satuan-satuan organisasinya sudah cukup
bagi suatu perguruan tinggi.

Selain memahami unsur-unsur atau Ssatuan-
satuan pokoknya, tim juga perlu memahami
rincian dari setiap unsur atau satuan apabila
dibutuhkan. Misalnya untuk pelaksanaan
bidang akademik harus dilakukan bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian
masyarakat. Berdasarkan informasi tentang
fungsi bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat, tim menentukan satuan
program studi untuk melaksanakan pendidikan,
lembaga atau pusat penelitian  untuk
melaksanakan pene-litian, dan lembaga atau
pusat peng-abdian masyarakat untuk melak-
sanakan fungsi pengabdian kepada masyarakat.
Demikian juga untuk menunjang kegiatan
akademik, maka tim dapat menentukan
perpustakaan, laboratorium, bengkel, atau pun
kebun percobaan sesuai dengan kebutuhan.
Berkaitan dengan bentuk perguruan tinggi :
universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik,
dan akademi, dapat dikatakan bahwa
universitas dan institut merupakan organisasi
yang besar dengan volume pekerjaan yang
sangat banyak, sekolah tinggi dan politeknik
merupakan organisasi yang cukup besar dengan
volume pekerjaan yang cukup banyak,
sedangkan akademi merupakan organisasi
perguruan tinggi yang relative kecil dengan
volume pekerjaan yang relative sedikit. Volume
pekerjaan menentukan besarnya organisasi
perguruan tinggi, yang harus diperhatikan oleh
tim penyusun struktur organisasi perguruan
tinggi untuk melakukan depar-temenisasi.
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c. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah perincian serta
pengelompokan aktivitas-aktivitas atau tugas-
tugas yang semacam atau erat hubungannya
satu sama lain untuk dilakukan oleh satuan
organisasi atau seorang pejabat tertentu.
Berkenaan dengan aktivitas-aktivitas atau
tugas-tugas di perguruan tinggi, ada jenis
aktivitas atau tugas yang dilakukan oleh satuan
organisasi (satuan kerja) atau pun yang
dilakukan oleh seorang pejabat tertentu.
Misalnya;

(1) Fungsi penetapan, pertimbangan
pelaksanaan  kebijakan umum, dan
pengawasan nonakademik dilakukan oleh
Yayasan atau Majelis Wali Amanah.

(2) Fungsi penetapan kebijakan, pem-berian
pertimbangan, dan pengawasan di bidang
akademik dilakukan oleh Senat Akademik.

(3) Fungsi penetapan kebijakan non-akademik
dan Pengelolaan Perguruan  Tinggi
dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi
(rektor, ketua, direktur yang dibantu paling
sedikit 2 (dua) orang yaitu wakil pemimpin
bidang akademik, dan wakil pemimpin
bidang non-akademik).

Untuk mengelola perguruan tinggi di

Universitas Gadjah Mada, Rektor dibantu oleh

5 (lima) orang wakil rector, yaitu Wakil Rektor

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Wakil

Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan

Sistem Informasi; Wakil Rektor Bidang

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; Wakil

Rektor Bidang SDM dan Aset; serta Wakil

Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni

(http://www.ugm.ac.id/id /tentang-ugm/3622-

struktur.organisasi).

Di Universitas Indonesia, Rektor dibantu oleh 4

(empat) wakil, yaitu Wakil Rector Bidang

Akademik dan Kemahasiswaan; Wakil Rektor

Bidang Keuangan, Logistik, dan Fasilitas;

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi; dan

Wakil Rektor Bidang SDM, Pengem-bangan

dan Kerjasama (www:.ui.ac.id/ meet-the-team-

1.html). Tampak ada variasi sebutan wakil
rektor di kedua perguruan tinggi tersebut.

(1) Fungsi pertimbangan nonakademik dan
fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta
dilakukan oleh dewan penyantun.

(2) Fungsi pengawasan nonakademik untuk
dan atas hama pemimpin perguruan tinggi

dilakukan oleh satuan pengawas internal
seperti pusat jaminan mutu atau unit
monevin.

(3) Fungsi yang membantu penyelenggarakan
pendidikan sesuai dengan bidang ilmu
yang dikembangkan di perguruan tinggi/
fakultas dilakukan oleh Penun-jang
Akademik/Sumber Belajar seperti
Laboratorium, Bengkel, Kebun Percobaan,
Perpustakaan melaksanakan.

(4) Fungsi penyelenggarakan pelayanan teknis
dan administratif dilakukan oleh pelaksana
administrasi seperti bagian administrasi
akademik, bagian adminis-trasi keuangan,
bagian administrasi sarana dan prasarana,
bagian informasi, bagian surat dan arsip,
bagian administrasi  kema-hasiswaan,
bagian administrasi perencanaan
(bandingkan dengan Pasal 28, 29, dan 30
PP RI Nomor 4 Tahun 2014).

d. Pelimpahan Wewenang

Sutarto (1988, 141-142) mendefinisikan
wewenang adalah hak seorang pejabat untuk
mengambil tin-dakan yang diperlukan agar
tugas  serta  tanggungjawabnya  dapat
dilaksanakan  dengan baik.  Pelimpahan
wewenang adalah penyerahan sebagian hak
untuk mengambil tindakan yang diperlukan
agar tugas dan tanggungjawabnya dapat
dilaksanakan dengan baik dari pejabat yang satu
kepada pejabat yang lain.

Ferrell, Hirt, dan Ferrell (2009, 242)
mendefinisikan  pendelegasian ~ wewenang
sebagai memberikan kepada pegawai tidak
hanya tugas-tugas tetapi juga kekuasaan untuk
membuat komit-men, menggunakan sumber
daya, dan mengambil tindakan yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Delegasi
juga memberikan tanggung-jawab atau
kewajiban (responsibility, obligation) kepada
pegawai-pegawai untuk melaksanakan tugas-
tugas yang diberikan secara memuaskan dan
menyelenggarakan tugas-tugas secara
bertanggungjawab demi pelaksanaan tugas
yang baik. Pada prinsipnya, akuntabilitas
(accountability) berarti bahwa pegawai-
pegawai menerima tugas dan wewenang untuk
melaksanakan tugas, serta hasil dan dampaknya
dapat menjawab kehendak atasan.

Sutarto juga mengemukakan bahwa pelimpahan
atau pendelegasian wewenang dapat terjadi
secara vertical atau horizontal. Secara vertical
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(menegak), pelimpahan wewenang dilakukan
oleh pejabat yang berkedudukan lebih tinggi
kepada pejabat yang berkedudukan lebih bawah
atau oleh pejabat atasan kepada pejabat
bawahan. Sedangkan secara horizontal
(mendatar), pelimpahan wewenang dilakukan
di antara pejabat yang sederajat.

Tim penyusun struktur organisasi perguruan
tinggi  juga harus memperhatikan dan
melaksanakan prinsip pelimpahan wewenang
yang dapat dilakukan secara vertical dan
horizontal,  karena  pejabat-pejabat  di
lingkungan perguruan tinggi hanya dapat
melaksanakan tugas-tugas setelah menerima
pelimpahan wewenang yang diwujudkan
dengan penyerahan dan penerimaan surat tugas
atau surat keputusan kepada seorang pejabat
untuk melaksanakan tugas tertentu, termasuk
apabila pejabat mengalami halangan dalam
menjalankan tugas. Dengan demikian struktur
organi-sasi perguruan tinggi yang sehat dan
efisien juga disebabkan karena keterbukaan
terhadap  pelimpahan  wewenang, vyang
memungkinkan tugas-tugas selalu dan terus
menerus dapat dilaksanakan.

e. Rentangan Kontrol

Rentangan kontrol adalah (span of control, span
of authority, span of management, span of
super-vision) adalah jumlah terbanyak bawahan
langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh
seorang atasan tertentu. Bawahan langsung
adalah sejumlah pejabat yang langsung berke-
dudukan di bawah seorang atasan tertentu.
Yang dimaksud atasan langsung adalah seorang
pejabat yang memimpin langsung sejumlah
bawahan tertentu.

Dari Dberbagai studi, Sutarto (1988, 159)
menyimpulkan bahwa rentangan kontrol yang
baik adalah terbatas, dan jumlah bawahan yang
menjadi pedoman yaitu :

(1) Untuk satuan utama, jumlah pejabat
bawahan langsung sebaik-nya berkisar
antara 3-10 orang.

(2) Untuk satuan lanjutan, jumlah pejabat
bawahan langsung seba-iknya berkisar
antara 10-20 orang.

Yang dimaksud satuan utama adalah satuan-
satuan organisasi yang berkedudukan langsung
di bawah pucuk pimpinan. Sedangkan satuan

lanjutan adalah satuan-satuan organi-saisi yang
berkedudukan di bawah satuan utama.

Tim penyusun struktur organisasi perguruan
tinggi  harus  memperhatikan  pedoman
rentangan kontrol tersebut, untuk mendapatkan
hasil struktur organisasi yang sehat dan efisien
dalam proses pengorga-nisasian perguruan

tinggi.
f.  Jenjang Organisasi

Sutarto (1988, 161-171) mengatakan jenjang
organisasi (hierarchy, level of management,
scalar principle) adalah tingkat-tingkat satuan
organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat,
tugas serta wewenan tertentu menurut
kedudukannya dari atas ke bawah dalam fungsi
tertentu.

Jumlah jenjang organisasi yang baik adalah
sependek mungkin, sebab jenjang organisasi
yang terlalu panjang akan membawa akibat
hambatan dan penghamburan. Merupakan
hambatan karena perintah, petunjuk, keputusan
dari pucuk pimpinan sampai kepada para
pejabat yang berkedudukan paling bawah akan
memakan waktu yang lama, demi-kian pula
sebaliknya laporan, pendapat, dan
pertanggungjawaban dari para bawahan sampai
pada pucuk pimpinan akan memakan waktu yan
lama. Berdasarkan jumlah jenjang ini dikenal :
struktur organisasi pipih, struktur organisasi
datar, dan struktur organisasi curam.

Struktur organisasi pipih (flat top organization)
adalah struktur organisasi yang melaksanakan
jenjang organisasi antara 2-3 tingkat. Struktur
organisiasi datar adalah struktur organisasi
yang melaksa-nakan jenjang organisasi sampai
dengan 4 tingkat. Sedangkan struktur organisasi
curam adalah struktur or-ganisasi yang
melaksanakan jenjang organisasi sampai
dengan 5-6 tingkat.

Struktur organisasi perguruan tinggi agar sehat
dan  efisien  harus dibentuk  dengan
memperhatikan jumlah jenjang atau tingkatan
tersebut. Perguruan tinggi berbentuk akademi,
politeknik, dan sekolah tinggi meng-ambil
jenjang organisasi pipih atau datar, karena
volume pekerjaan yang relative terbatas yang
mempunyai korelasi positif dengan pembagian
kerja, dan jenjang organisasi. Se-dangkan
institut dan universitas, dapat terjadi memiliki
jenjang struk-tur organisasi yang curam, karena
banyak volume pekerjaan dan ba-nyaknya
satuan organisasi.
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g. Kesatuan Perintah.

Kesatuan perintah (unity of command, one
master, responsibility to one superior) adalah
prinsip yang mengajarkan tiap-tiap pejabat
dalam organisasi hendaknya hanya dapat
diperintah dan bertanggungjawab kepada
seorang pejabat atasan tertentu. Sebab, “No
man can serve two bosses” (Warren Haynes &
Joseph L. Massie), atau “A man cannot serve
two master” (Luther Gullick) (dalam Sutarto,
1988, 171). Oleh karena itu garis-garis saluran
perintah dan tanggung jawab harus dengan jelas
menunjukkan dari siapa seorang pejabat
menerima perintah dan kepada siapa dia
bertanggung-jawab; harus jelas pula kepada
siapa dia melapor dan dari siapa dia
memperoleh laporan.

Berkaitan dengan keinginan menjadikan
struktur organisasi perguruan tinggi yang sehat
dan efisien maka tim penyusun struktur

organisasi perguruan tinggi harus
memperhatikan dan menerapkan asas kesatuan
perintah ini; termasuk dalam

memvisualisasikannya dalam bentuk bagan
struktur organisasi perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas dapat
disimpulkan, bahwa dalam rangka mewujudkan
visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi
dibutuhkan struktur organisasi pergu-ruan
tinggi yang baik, yaitu struktur yang sehat dan
efisien. Dalam proses membentuk struktur
organisasi perguruan tinggi dengan
menjalankan ~ fungsi  manajemen  yakni
pengorganisasian, tim yang dibentuk harus
memperhatikan dan menerapkan berbagai asas-
asas organisasi yang terkait yaitu perumusan
tujuan  dengan  jelas, departemenisasi,
pembagian kerja, pelimpahan wewenang,
rentangan kontrol, jenjang organisasi, dan
kesatuan perintah. Pelaksanaan asas-asas
tersebut dalam proses pengorganisasian, dapat
menghasilkan struktur organisasi perguruan
tinggi yang sehat dan efisien. Dengan cara
demikian tim dapat menjadikan struktur
organisasi perguruan tinggi yang sehat dan
efisien, yang kemudian diundangkan oleh
penyelenggara perguruan tinggi.
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